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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang

ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana

checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket

undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan

demokrasi deliberatif untuk menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Skripsi ini

menemukan bahwa terdapat anomali dalam checks and balances antar lembaga negara pada pembentukan

paket undang-undang politik. Hal ini dikarenakan peta koalisi DPR dan Presiden secara mayoritas

mengakibatkan persetujuan terhadap paket undang-undang politik telah terpetakan sejak awal. Alhasil,

berbagai isu krusial yang dianggap menguntungkan pembentuk undang-undang masih eksis dalam paket

undang-undang politik sekalipun ditolak secara masif oleh masyarakat. MK sebagai pelaksana kehakiman

juga kerap terbatasi oleh kebijakan hukum terbuka pada paket undang-undang politik. Berdasarkan

pendekatan teoritis, komparatif, dan telaah filosofis, teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas

sangat tepat untuk diterapkan dalam menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik.

Penerapannya dapat dilakukan dengan membentuk forum deliberasi yang menggabungkan antara warga

negara dan anggota DPD dalam melakukan diskursus atas rancangan paket undang-undang politik. DPD

dapat mewujudkan hal tersebut melalui kewenangan preview yang dilakukannya pasca proses persetujuan

antara DPR dan Presiden.

......This thesis discusses the issue of public legitimacy crisis in the political law package, which is addressed

through deliberative democracy theory. The objectives are: (1) to understand how checks and balances

between state institutions can minimize the public legitimacy crisis regarding the political law package, and

(2) to formulate an ideal mechanism related to the implementation of deliberative democracy to strengthen

public legitimacy towards the political law package. The thesis finds anomalies in checks and balances

between state institutions in the formation of the political law package. This is due to the majority coalition

map of the DPR and the President resulting in the approval of the political law package being predetermined

from the beginning. As a result, various crucial issues deemed favorable by the legislators persist in the

political law package even when massively rejected by the public. The Constitutional Court, as the judiciary,

is also often limited by the open legal policies in the political law package. Based on theoretical,

comparative, and philosophical approaches, Jurgen Habermas's deliberative democracy theory is highly

suitable for enhancing public legitimacy towards the political law package. Its application can be achieved

by forming deliberation forums that combine citizens and DPD members in discussing the draft of the

political law package. DPD can realize this through its preview authority conducted after the approval

process between the DPR and the President.
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